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ABSTRAK 

Penelitian berjudul Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan 

Kesadaran Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota 

Semarang. Pesatnya pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun menciptakan 

kewajiban perpajakan bagi para pelaku korporasi tersebut. Pemerintah telah 

menetapkan peraturan agar pelaksanaan membayar pajak berlangsung secara 

efektif, dan dikenakannya hukuman pajaknya untuk wajibnya perpajakan tanpa 

taat. Pelaku wajib pajak juga harus menjunjung tinggi kesadaran dalam 

menjalankan kewajiban pajaknya. 

Macam penulisan kuantitatif menggunakan data primer. Populasi 

penelitian UMKM di Kota Semarang, sample menggunakan metode purposive 

sampling 100 responden. Teknik untuk analisis kualitas data meliputi penilaian 

validitas dan reliabilitas. Pengujian multikolinearitas, normalitas, dan 

heteroskedastisitas digunakan dalam pengujian asumsi tradisional. Pengujian t 

digunakan guna menguji hipotesis. Uji koefisien determinasi digunakan untuk 

melakukan analisis regresi linier berganda dengan SPSS. 

Hasil uji kualitas data valid dan reliabel. Data diketahui normal tidak 

terjadi multikolinearitas serta tidak ada gejala heterokedastisitas. Hasil uji t 

menunjukkan fakta berubahnya biaya juga hukuman perpajakan berdampak 

tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Sedangkan 

kesadaran pajak tidak mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di 

Kota Semarang, sehingga wajib terdapat pemberitahuan seputar urgensi kesadaran 

dalam dibayarnya kewajiban perpajakannya. 
 

 

Kata Kunci : UMKM, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran 

Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
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ABSTRACT 

The study entitled The Effect of Tariff Changes, Tax Sanctions, and 

Tax Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Semarang City. The rapid 

growth of MSMEs from year to year creates tax obligations for these corporate 

actors. The government has established regulations so that the implementation of 

paying taxes takes place effectively, and the imposition of tax sanctions for 

taxpayers who do not comply. Taxpayers must also uphold awareness in carrying 

out their tax obligations. 

This type of quantitative research uses primary data. The MSME research 

population in Semarang City, the sample used a purposive sampling method of 

100 respondents. Data quality analysis techniques using validity and reliability 

tests. The classic assumption test uses the normality test, multicollinearity test, 

and heteroscedasticity test. Test the hypothesis using the t test. With the help of 

SPSS, multiple linear regression analysis was performed using the coefficient of 

determination test. 

The results of the data quality test are valid and reliable. The data is 

known to be normal, there is no multicollinearity and there are no signs of 

heteroscedasticity. The results of the t test show that changes in tariffs and tax 

sanctions have a significant effect on MSME taxpayer compliance in the city of 

Semarang. Meanwhile, tax awareness has no significant effect on MSME taxpayer 

compliance in the city of Semarang, so there is a need for socialization regarding 

the importance of awareness in paying their tax obligations. 

 

 

Keywords: MSME, Changes in Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Awareness, 

and Taxpayer Compliance. 
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INTISARI 

 

Pajak adalah instrumen yang sangat berarti sebagai instrumen pembenahan 

pengembangan negara demi menunjang pengembangan mutu, dan kesejahteraan 

warga. Pajak dari sektor UMKM merupakan salah satu pajak pemegang peran 

serta yang cukup tinggi didalam penghasilan pendapatan negara. Untuk 

menunjang pendapatan negara dari sektor pajak tentu ada beberapa hal yag dapat 

mempengaruhi diantaranya yaitu beban pajak, denda pajak, kesadaran pajak, dan 

ketaatan wajib pajak UMKM itu sendiri. 

Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Juli 2013 telah menetapkan PP No. 

46 Tahun 2013 mengenai pengenan skema khusus PPh Final bagi UMKM baik 

pribadi maupun badan yang memiliki omset pertahun dibawah Rp 4,8 milliar 

sebesar 1%. Akan tetapi, dengan adanya peraturan tersebut terdapat dampak 

negatif bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan, maka pemerintah 

Indonesia merubah peraturan tersebut menjadi PP No. 23/2018 dengan pengenaan 

biaya perpajakan jadi 0,5% yang diharapkan pendapatan negara dari sektor pajak 

bisa meningkat. 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa perubahan tarif memegang 

dampak dalam ketaatan wajib pajak (Widodo & Muniroh, 2021). Enelitiian 

selaanjutnya yang dijalankan oleh (Soda et al., 2021) mengemukakan bahwa 

sanksi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Pengkajian yang dilangsungkan oleh (Atarwaman, 2020) 

memperlihatkan bahwa kesadaran pajak  tanpa memberi dampak pada patuhnya 

wajibnya perpajakan pribadinya.  
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Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang dikemukakan 

sebelumnya, hasilnya pertanyaan berdasar tulisan penulis kemudian dirumuskan 

berupa : “Bagaimana pengaruh perubahan biaya, hukuman perpajakan, juga 

perubahan sadarnya pada patuhnya kewajibannya perpajakannya UMKM?”. Oleh 

karena itu, maksud penting tulisan penulis merupakan guna diujinya juga 

menganalisis kembali penelitian-penelitian sebelumnya mengenai berubahnya 

biaya, hukuman pajak juga perubahan sadarnya wajibnya perpajakan UMKM 

pada patuhnya wajibnya perpajakan.   

Tinjauan literatur kemudian mengembangkan 3 hipotesis. Pertama, 

perubahan tarif mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. Kedua, 

hukuman pajak dapat mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. 

Terakhir, sadarnya perpajakan tanpa dampak ke patuhnya wajibnya perpajakan 

UMKM. 

Objek tulisan penulis ialah UMKM pada Kota Semarang, dan sampelnya 

adalah 100 perusahaan yang memenuhi kriteria. Cara menganmbil sample di 

tulisan penulis memakai teknik purposive sampling. Di tulisan penulis, informasi 

primer dengan dikumpulkan berdasar narasumber melewati kuisioner. Teknik 

analisis dengan bantuan SPSS dilakukan analisis  regresi linier berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian, didapat kesimpulkan bahwa 

satu hipotesis ditolak, yaitu kesadaran. Dan asumsi yang diterima adalah 

perubahan tarif dan sanksi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa berubahnya 

biaya juga hukuman pajak berperan penting dalam patuhnya wajibnya perpajakan 

UMKM di Kota Semarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan negara dianggap sebagai satu diantara 

berbagai negara berkembang yang ada di dunia, dikarenakan kesejahteraan 

warga yang terdapat di Indonesia ini masih belum mampu dikatakan dengan 

merata. Sebab berbagai daerah-daerah pelosok masih banyak yang belum 

menerima sentuhan dari pemerintah. Untuk mensejahterakan warganya, 

pemerintah dalam hal ini perlu adanya pembangunan yang merata pada berbagai 

bidang seperti: infrastruktur, pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, 

dll. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut, tentunya pemerintah juga 

memerlukan banyak biaya yang bersumber dari berbagai jenis penerimaan ke 

dalam keuangan negara. Pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 

dikatakan pemasukan bangsa merupakan seluruh pemasukan asalnya di 

perpajakan, diterimanya bangsa tanpa perpajakan juga diterimannya pemberian 

/hadiah berdasar internal juga eksternal bangsa (Yosi et al., 2020). 

Pajak adalah instrumen yang sangat berarti sebagai instrumen 

pembenahan pengembangan negara demi menunjang pengembangan mutu, dan 

kesejahteraan warga. Pajak sendiri mempunyai peran yang relatif tinggi didalam 

penerimaan pendapatan negara. Pajak ialah faktor lain yang sangatlah krusial 

dalam fungsi sebuah bangsa, utamanya pada hal kelangsungan pembangunan. 

Dikarenakan pajak adalah cara bagi negara untuk menghasilkan uang. Yang 
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mana guna untuk merealisasikan pembagunan negara, maka pemerintah dapat 

mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang berlaku di 

Indonesia. Sehingga, pemerintah akan selalu berusaha untuk menghasilkan 

pendapatan bangsa berdasar departemen perpajakan dan lalu naik setiap 

tahunnya (Soda et al., 2021).  

Dalam hal penerimaan pendapatan dari sektor pajak ini, pemerintah 

Indonesia tertanggal 1-7-2013 menetapkan PP No. 46/2013 bagi wajib 

perpajakan UMKM atas pemasukan usaha UMKM, baik perorangan ataupun 

sebuah instansi. Terkecuali instansi Perusahaan tetap yang memiliki pendapatan 

total < Rp 4,8 milliar dari peredaran bruto. Berlandaskan aturan tersebut, 

pemerintah telah mengembangkan scenario terkhusus yaitu PPh akhir sebesar 

satu persen berdasar perolehan bruto  saat didapatkan masing-masing UMKM. 

Selain itu, peraturan ini juga menetapkan penerapan tarif pajak sebesar 0,5% 

bagi orang pribadi yang membayar pajak selama 7 tahun, badan usaha yang 

membayar pajak sepanjang empat tahun, juga PT sepanjang 3 tahun. Kemudian, 

PP No. 23/2018, apabila UMKM menyelenggarakan dibukukan juga dibuatnya 

pelaporan uang, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak ketika 

mengalami kerugian (Meikhati & Sufia, 2019). 

Akan tetapi, dengan ditetapkannya PP No. 46 tahun 2013 yang mana 

terdapat dampak positif maupun negatifnya. Dilihat dari dampak positif yang 

ditimbulkan yaitu turunnya pengenaan penghasilan sebesar 1%. Sedangkan 

dampak negatifnya yaitu turunnya tingkat penghasilan negara pada sektor pajak 

(Adiman & Miftha, 2020). Maka dari itu, dengan mengganti peraturan 
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sebelumnya, yang dikenal sebagai PP No. 46/2013, dengan PP No. 23/2018 pada 

2018, pemerintahan Indonesia mengurangi biaya pajak UMKM dari satu persen 

ke 0,5 persen. UMKM harus didorong untuk terlibat dalam operasi ekonomi 

formal dengan modifikasi PP tersebut sebagai tanggapan atas perubahan tarif 

pajak UMKM. Dengan menawarkan kesederhanaan dan keadilan bagi wajib 

pajak yang mendapatkan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, 

diperkirakan kontribusi sektor pajak UMKM terhadap penerimaan pajak negara 

akan meningkat, begitu pula dengan proporsi instansi atau perseorangan yang 

wajib membayar pajak yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan 

sesuai dengan ketentuan (Widodo & Muniroh, 2021). 

Pada penelitian kali ini, peneliti memutuskan untuk meneliti variabel 

kesadaran dibandingkan dengan variabel pelayanan. Sebab pada penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh (Widodo & 

Muniroh, 2021) dan (Bahri et al., 2019) pada variabel pelayanan pajak 

manyatakan bahwa hasil uji dalam penelitian pelayanan pajak memiliki dampak 

yang sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Dapat dikatakan bahwa 

pelayanan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sudah menunjukkan kinerja 

yang cukup bagus dan dari hasil penelitian peneliti sebelumnya menyatakan hal 

yang sama juga bahwa variabel pelayanan pajak tidak ada masalah yang 

signifikan untuk dilakukan pengujian ulang lagi. Maka dari itu, peneliti 

memutuskan untuk mengganti variabel pelayanan menjadi variabel kesadaran. 

Dikarenakan dalam penelitian oleh (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019) 

dan (Atarwaman, 2020) menunjukkan bahwa hasil uji coba dalam penelitian 
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kesadaran pajak tidak mempengaruhi tingkatan patuhnya wajibnya perpajakan 

yaitu kesadaran masyarakat guna membayar wajibnya pajak selalu belum 

maksimal, masih banyak sekali masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak 

tetapi tanpa dilaporkannya SPT pertahun atau bahkan tanpa dibayarkannya 

kewajiban perpajakannya dengan benar. Oleh karena itu penelitian pada variabel 

kesadaran masih belum akurat dan perlu untuk dilakukan uji ulang lagi. 

Pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan sangat penting, 

yang akan mendorong kesadaran warga terkhusus kewajiban perpajakannya saat 

memenuhi wajibnya pajak. Berkontribusi untuk menciptakan negara yang jauh 

lebih mapan di masa yang akan datang membayar pajak adalah salah satu cara 

untuk terlibat. Namun, kepatuhan yang rendah dapat menimbulkan beberapa 

dampak yang merugikan, termasuk menurunnya pendapatan negara sebagai 

akibat dari kemungkinan hilangnya pendapatan, sistem pajak yang kurang 

progresif, dan sistem pajak yang kurang dapat diandalkan sebagai sumber dana. 

Seperti diketahui, sebagian besar anggaran negara berasal dari penerimaan pajak 

(Permata Sari et al., 2019). 

Sadarnya berkewajiban perpajakan akan manfaat perpajakan guna 

lumbung penerimaan negara merupakan salah satu elemen yang dibutuhkan 

guna pengembangan taatnya berkewajiban perpajakan. Wajibnya perpajakan 

tanpa bisa memanfaatkan potensi perpajakan yang besar apabila rasa tanggung 

jawab untuk membayar dan melaporkan pajak masih rendah. Diluar tersebut, 

meningkatkan sadarnya berkewajiban perpajakan pada fungsi perpajakan yang 

dibiayai bangsa amat penting guna menaikkan patuhnya wajibnya perpajakan. 
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Persepsi patuhnya wajibnya perpajakan ialah contoh wujud dari kepatuhan 

terhadap aturan pajak ketetapan  pemerintah dimana dikatakan berupa aturan 

pajak tanpa memandang derajat serta tanpa terlewat pengecualian, berupa 

dimanapun semuanya sejajar sesuai aturan aturan pajak dengan sah dengan 

tujuan guna terhindar hukuman administrasi kemudian ruginya wajibnya 

perpajakan. Sadarnya pajak sendiri muncul berdasar dirinya wajibnya 

perpajakan tersebut, tidak dilakukan periksa baik secara paksa maupun tidak. 

Hal yang menjadi penentu dalam dipungutnya perpajakan merupakan keinginan 

baik wajibnya perpajakan guna memenuhi wajib pajaknya sendiri  (Wahyuni, 

2018). 

Sanksi ialah tindakan berupa hukuman bagi yang melanggar peraturan. 

Sanksi sangat penting agar masyarakat secara keseluruhan tidak melanggar 

peraturan atau undang-undang. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban 

pembayaran pajak dapat menimbulkan akibat hukum karena adanya unsur 

pemaksaan pajak. Akibat hukumnya adalah hukuman yang selaras dan 

mengikuti ketentuan yang telah disepakati. Sanksi pajak dirancang untuk 

bertindak sebagai disinsentif bagi pembayar pajak yang melanggar hukum pajak, 

sehingga memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan 

benar. Jika mereka percaya bahwa denda akan lebih merugikan mereka, 

wajibnya pajaknya lalu membayarkan pajaknya mereka. Berdasarkan tersebut, 

diharapkan bahwa denda akan berdampak pada patuhnya berkewajiban 

perpajakan. Pandangan wajibnya perpajakan memiliki dampak langsung juga 

bisa mempengaruhi kepatuhan wajibnya perpajakan dengan sendirinya. 
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Kesadaran wajib pajak tidak dapat ditingkatkan dan harapan pemerintah tidak 

dapat terpenuhi apabila wajib pajak tak menyadari adanya pajak. Tingkat 

kepatuhan wajib pajak akan naik beriringan bertambahnya pengetahuan pajak 

(Wahyuni, 2018). 

Sistem Self Assessment, yang diaplikasikan oleh pemerintah Indonesia, 

memberikan kemungkinan wajibnya perpajakan guna mendaftarkan, 

menentukan, dibayarnya, juga dilaporkannya tanggung jawab perpajakannya 

sesuai bersama peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem penilaian 

diri ini merupakan alternatif dari sistem penilaian sebelumnya yaitu sistem 

penilaian formal atau Official Assessment System. Hasilnya, patunya serta 

sadarnya berkewajiban perpajakan merupakan aspek amat krusial pada 

pencapaian berhasilnya pemungutan perpajakan (Adiman & Miftha, 2020).  

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa jumlah 

UMKM mencapai 173.431 unit pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik sebesar 

6.040 unit jika dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 167.391 unit. 

Sedangkan pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah 

mencatat bahwa jumlah UMKM mencapai 177.256 unit pada triwulan I dalam 

artian bahwa jumlah tersebut naik sebesar 3.825 unit dari tahun 2021. Dapat 

diartikan bahwa jika pertumbuhan UMKM pada 3 tahun ke belakang mengalami 

kenaikan, maka pada jumlah uang yang diterima negara dari sektor pajak pun 

harusnya juga akan mengalami kenaikan (Dinas Koperasi dan UKM Jawa 

Tengah, 2022).  
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Dalam hal ini berdasarkan uraian yang diuraikan peneliti pada latar 

belakang serta memperhatikan belum maksimalnya penerimaan pajak sektor 

UMKM, peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang tarifnya, hukumannya, 

juga sadarnya pajak pemilik UMKM berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif, 

Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di Kota Semarang.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Menurut kejadian ekonomi tersebut, ditemukan adanya variasi penerimaan 

pajak negara, khususnya di bidang pajak UMKM, karena adanya perubahan tarif 

pajak. Perumusan permasalahan di tulisan penulis dapat dirumuskan ialah : 

1. Apakah perubahan tarif akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di Kota Semarang? 

2. Apakah sanksi pajak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

di Kota Semarang? 

3. Apakah kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di Kota Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penulisan penulis mempunyai maksud seperti dibawah ini :  

1. Menentukan sejauh mana perubahan tarif pajak mempengaruhi patuhnya 

berkewajiban perpajakan UMKM.  

2. Menentukan sejauh mana hukuman pajak mempengaruhi patuhnya 

berkewajiban perpajakan UMKM.  
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3. Menentukan sejauh mana sadarnya wajib pajak mempengaruhi patuhnya 

berkewajiban perpajakan UMKM.  

1.4  Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti mengharapkan riset penulis bisa jadi berguna untuk pereferensian 

dan wawasan guna pengembangan keilmuan khususnya pada bagian 

akuntansi mengenai dampak perubahan biaya pajaknya, hukuman pajak 

dan kesadaran wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya riset ini diharapkan memperkaya pengetahuan perpajakan 

bagi UMKM yang bisa memberikan pengaruh bagaimana wajib pajak 

melakukan kewajiban perpajakannya khususnya pajak UMKM. Dan juga 

dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sadar dan dapat 

membayar pajaknya dengan baik serta tepat waktu, sehingga bisa 

meciptakan peningkatan pendapatan negara khususnya dalam bagian 

pajak. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Grand Theory 

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 
 

Ialah hasil dikembangkannya TRA (Theory of Reasoned Action) dari Icek 

Ajzen menjadi TPB (Theory of Planned Behavior) pada tahun 1985. Point tersebut 

berpandangan aslinya sikap berkaitan dengan sikap, subjektivitas. standar dan 

persepsi. Kontrol perilaku bersama-sama dapat menciptakan niat perekrutan 

individu tentunya (Viva et al., 2019). Sedangkan terjadinya niat bersikap 

disebabkan 3 point, berupa:  

1. Keyakinan perilaku (Behavioral beliefs) ialah yakinnya seseorang 

mengenai hasilnya berdasar tindakan mereka juga bagaimana mereka 

menilai hasilnya itu.  

2. Keyakinan normatif (Normative beliefs) adalah gagasan seputar standar 

normatif yang lainnya juga dorongan mereka guna terpenuhinya standar 

itu. 

3. Keyakinan kontrol (Control beliefs) adalah Kekuatan kognitif mengacu 

pada pandangan Anda perihal adanya sejumlah hal yang memfasilitasi 

atau menghalangi perwujudan sikap Anda serta penilaian Anda terhadap 

kemampuan berbagai hal untuk memfasilitasi atau menghalangi tindakan 

Anda. 
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TPB mengungkapkan bahwa sikap seseorang dapat dibentuk berdasarkan niat 

yang ada pada diri mereka sendiri. Yang mana kesamaan dan kepatuhan 

berperilaku seseorang dapat membangun sikap wajib pajak dengan baik serta 

menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak yang berlaku. Niat yakni 

fungsinya berdasar tiga determinan dasarnya berupa tercerminkan karakter diri, 

sikap bersosial, juga kaitannya bersama adanya permasalahan mengontrol (issues 

of control) (Saputra, 2019).  

TPB pada penelitian ini menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa perubahan 

tarif, sanksi perpajakan dan persepsi wajib pajak juga memiliki nilai dan potensi 

untuk mendukung pembangunan nasional. Karena pajak adalah sumber 

pendapatan pemerintah, perolehan ini akan digunakan untuk membayar semua 

pengeluaran, termasuk yang terkait dengan pembangunan negara.  

TPB yang dijelaskan di atas dianggap signifikan ketika mendefinisikan 

integritas wajib pajak yang baik ketika melakukan pemenuhan wajib perpajakan. 

Sebelum seseorang berperilaku, ia pasti akan meyakini dampak yang akan 

dimunculkan dari tingkah lakunya. Kemudian seseorang tersebut  akan 

menjalankannya atau tidak. Hal ini terkait dengan persepsi wajib pajak pada tiap 

individunya (behavioral beliefs). 

Normative beliefs adalah gagasan tentang dorongan orang lain untuk hidup 

sesuai dengan norma-norma normatif. Sudut pandang yang berlaku ini 

menunjukkan tingkat tekanan teman sebaya yang akan dialami setiap orang. 
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Sedangkan Control beliefs ini sangat erat kaitannya dengan masalah sanksi 

pajak yang berlaku di Indonesia. Sanksi pajak diberlakukan sebagai pengingat 

bagi wajib pajak untuk secara akurat dan sepenuhnya mematuhi semua undang-

undang perpajakan yang berlaku. Persepsi dan gagasan mengenai keberadaan 

objek yang mendukung atau melemahkan sikap yang dinyatakan digunakan untuk 

mengukur patuhnya wajibnya perpakajan. 

 

2.2 Variabel Penelitian 

2.2.1 UMKM 
 

Dikutip dari (Widodo & Muniroh, 2021) UMKM ataupun Usaha Mikro 

yakni badan perusahaan dengan usahanya dapat dimiliki oleh badan usaha maupun 

perorangan yang telah mencukupi standar usaha mikro yang ada di Indonesia. 

Berdasar UU No. 20/2008, sejalan dengan pengertian UMKM yang diuraikan, 

maka kriteria UMKM dibedakan sebagai berupa: 

1. Usaha Mikro merupakan upaya produksi dan usaha dipunyai seseorang 

ataupun organisasi ekonomi menurut kriteria yang berlaku bagi usaha 

mikro. Ciri usaha mikro berdasar ketentuan UU No. 20/2008 berupa: 

a. Total hartanya yang tercatat ialah 50 juta rupiah, aset berbentuk 

tanah serta bangunan yang difungsikan menjadi usaha tidak 

termasuk; atau 

b. Total penghasilan tahunan mencapai 300 juta rupiah. 

2. Usaha kecil merupakan upaya dengan dijalankan dari seseorang ataupun 

oleh sebuah institusi yang kepemilikannya tidak di bawah sebuah badan 
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usaha menengah atau bahkan besar. UU No. 20 tahun 2008 menetapkan 

standar berikut untuk usaha kecil: 

a. Total kekayaan bersih yang tercatat ialah 50 juta rupiah atau 

maksimal 500 juta rupiah, aset berupa tanah atau properti tidak 

terhitung dalam kekayaan ini; atau 

b. Total penghasilan penjualan tahunan mencapai 300 juta rupiah atau 

maksimal 2,5 miliar rupiah. 

3. Usaha menengan merupakan sebuah usaha beroperasi secara autonom 

dalam ekonomi produksi dan mencakup orang perorangan dan badan 

hukum yang tidak tergolong kepada cabang atau anak Perusahaan dari 

suatu usaha, namun dengan tiba-tiba ataupun sebaliknya terkait bersama 

usaha kecil ataupun besar dengan mempunyai aset atau omset pertahun 

yang sah. Sejalan bersama aturan UU No. 20/2008, standar berikut ini 

berlaku untuk usaha menengah:  

a. Total kekayaan bersih yang tercatat mencapai 500 juta rupiah atau 

maksimal sebanyak 10 miliar rupiah; atau 

b. Total penghasilan penjualan tahunan mencapai 2,5 miliar rupiah 

atau maksimal sebanyak 50 miliar rupiah. 

2.2.2 PP No. 23 tahun 2018 
 

   Adalah aturan terbaru berdasar diterbitkan pada pemerintahan guna 

digantikannya aturan sebelumnya berupa PP No. 46/2013, dimana penerbitan 

peraturan baru ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban 

pembayaran pajaknya dirinya dan perusahaannya dibayarkan pajaknya dengan 
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memiliki jumlah penerimaan atau omzet tertentu. UMKM sesuai dengan kriteria 

wajib pajak badan.  Pajak  UMKM diterapkan negara kita berdasar d PP No. 

23/2018 Pasal 2 mengenai PPh UMKM bersama determinasi sebagai berikut:  

1. Dari pemasukan usahanya terterima dari wajibnya perpajakan pada negara 

atas penghasilan tahunan tertentu,  dikenakan juga PPh final untuk jangka 

waktu tertentu. 

2. Tarif PPh final seperti yang ada di ayat (1) sejumlah 0,5 persen.  

3. Tanpa ada pendapatan berdasar peusahaan dengan berlakunya PPh akhir 

layaknya penjelasan dalam ayat (1) berupa:  

a. Pendapatan lalu terterima berkewajiban perpajakan personal 

berdasar usaha yang berkaitan bersama kerja bebasnya  

b. Pemasukan lalu terterima pada luar negri dikenakan pajak di luar 

negeri;  

c. Dbandingkan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai 

dengan peraturan UU perpajakan tersendiri;  

d. Penghasilan selain sebagai objek pajak.  

4. Usaha mandiri layaknya penjelasan di ayat (3) huruf a berupa: 

a. Para profesional yang berpraktik mandiri, termasuk advokat, 

dokter, notaris, juga sebagainya.  

b. Musisi, presenter , penyanyi, komedian, actor, aktris, model, juga 

lainnya.  

c. Atlet; 

d. Guru, penasihat, ustad, juga lainnya.  
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e. Penulis, peneliti dan penerjemah; 

f. Agensi; 

g. Perusahaan periklanan; 

h. Pengawasan ataupun manajer proyekkan; 

i. Intermediate; 

j. Penjual; 

k. Agen asuransi; 

l. Distributor perusahaan penjualan langsung dan atau pemasara 

berjenjang dan kegiatan serupa. 

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak individu dan bisnis. Dalam Pasal 2 

ayat 2 dijelaskan bahwa “Tarif PPh final tersebut di ayat (1) adalah 0,5 persen”. 

Ini ialah perubahan dari aturan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tarif PPh 

Final 1% menjadi 0,5% (Indonesia, 2018). 

2.2.3 Sanksi Pajak 
 

        Hukuman pajaknya memastikan dengan ketetapan dalam aturan pajak 

pasti dilakukan. Dalam artian lain, sanksi pajak adalah instrumen perantara 

(preventif) untuk memastikan bahwa wajibnya perpajakannya tanpa dilanggarnya 

peraturan pajak dengan sah (Swari, 2021). Hukuman ini diperlukan agar 

masyarakat tidak melanggar peraturan dan ketentuan. Menjamin agar peraturan 

perpajakan dihormati dan dilaksanakan atau sebagai alat preventif agar peraturan 

perpajakan tersebut tidak dilanggar, itulah yang dimaksud dengan sanksi 

perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dalam UU perpajakan, ada 2 jenis hukuman 

berupa: 



15 
 

 
 

1. Hukuman administratif yaitu membayar rugi negaranya, terutama dengan 

bentuk denda, kenaikan juga bunga. Perbedaan antara ketiga hukuman 

administratif tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sanksi perpajakan dalam bentuk denda diperuntukan atas 

pelanggaran kewajiban pelaporan. 

b. Sanksi bunga sebesar 2% / bulan ditujukan bagi individua atau 

badan yang melanggar ketentuan wajib pajak. 

c. Peningkatan sanksi ditujukan bagi wajib pajak yang melanggar 

ketentuan wajib pajak yang tertulis di dalam dokumen. Sanksi yang 

diberikan adalah penambahan jumlah pajak yang terutang. 

2. Hkuman pidana ialah mencela ataupun dicelanya. Sebuah bentuk upaya 

final ataupun perlindungan hukumnya diterima oleh administrasi pajak 

(Mardiasmo, 2018). Penerapan hukuman bagi wajibnya pajaknya bersama 

kesengajaan tanpa disampaikannya SPT ataupun melaporkannya dengan 

isi bohong dapat dikenakan hukuman penjara terlama hanya 6 tahun juga 

pendendaan amat banyak 4x total hutang perpajakan. Wajib pajak dengan 

menunjukkan dokumentasi palsu dan tidak menyetorkan pajak yang 

dipotong adalah dua faktor penyebab lainnya. Yang mana hal ini menjadi 

satu alat terakhir untuk wajibnya perpajakan dengan tanpa taat akan 

wajibnya pajaknya 

2.2.4 Kesadaran Pajak 
 

Ialah prasyarat bahwa wajibnya perpajakan menyadari atau paham hak 

juga kewajiban mereka untuk secara sukarela dan jujur membayar pajak. 
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Manusia membutuhkan kesadaran untuk memahami dunia mereka dan 

bagaimana mereka merespons atau bereaksi terhadapnya. Dalam hal ini, apabila 

kesadaran wajib pajak tinggi, maka ia juga lalu terdorong guna dibayarnya 

perpajakan bersama baik juga benar sebagaimana sudah telah ditentukan. 

Sedangkan keinginan untuk melakukan pembayaran pajak yang tinggi dapat 

meningkatkan pendapatan suatu negara. Tentunya juga banyak kondisi yang 

dapat menciptakan pengaruh pada wajib pajak dalam membayar pajaknya, 

seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain (Museum, 2019).  

Untuk mencegah sanksi administratif yang akan merugikan wajib pajak, 

kepatuhan terhadap hukum pajak harus dipahami untuk menjadi wajib pajak 

yang patuh. Hukum pajak bersifat universal dan tidak memberikan pengecualian, 

oleh karena itu harus dipahami di mana pun berdasarkan persyaratannya. 

Kesadaran akaan perpajakan muncul dalam diri wajib pajak tanpa perlu 

dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini faktor yang memegang peranan penting 

pada tunggakan perpajakan ialah inisiatif dari wajibnya perpajakan dalam 

memenuhi wajibnya pajaknya bersama terbaik dan penuh. Keengganan wajibnya 

perpajakan untuk memenuhi kewajiban tersebut merupakan asas perpajakan 

yang merupakan akibat pemungutan pajak yang tidak menguntungkan wajib 

pajak secara langsung (Wahyuni, 2018). 

Wajib pajak dikatakan sadar (Perdana & Dwirandra, 2020) apabila mematuhi 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Tahu akan hukum dan peraturan perpajakan. 

2. Tahu akan fungsinya perpajakan guna pendanaan bangsa. 
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3. Mengerti fakta tanggung jawab pajak wajib dilakukan berdasar bersama 

peratuan ada. 

4. Mengerti fungsinya fiskal dana bangsa. 

5. Secara sukarela dihitungnya, dibayarnya, dan dilaporkannya perpajakan.  

6. Dihitungnya, dibayarnya, dan dilaporkan perpajakan sesuai bersama 

peraturan. 

2.2.5 Kepatuhan Pajak   
 

Dikutip dari (Swari, 2021) mengungkapkan bahwa Kepatuhan wajib 

pajak ialah kondisi untuk melaksanakan semua persyaratan dan memanfaatkan 

hak dalam pajak. ketaatan pajak berarti wajib pajak membayar pajak dengan 

jujur yang telah ditanggungnya tanpa merasa dipungut dalam jangka waktu yang 

sudah ditetapkan, karena wajib pajak berkewajiban untuk meningkatkan rasa 

kepatuhan pajaknya. Sikap tanggung jawab wajib pajak, tanggung jawab moral, 

sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan 

adalah beberapa elemen dengan dampak patuhnya wajibnya perpajakan.  

Kepatuhan wajib pajak pada point tersebut terbagi dalam 2kelompok berupa: 

1. Kepatuhan Formal merupakan perilaku wajibnya pajaknya yang berusaha 

terpenuhinya wajibnya perpajakannya berdasarkan UU. Adapun 2 

indikator kepatuhan formal merupakan penyampaian  SPT dan tax ratio 

yang artinya perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB (Waluyo, 

2020). 

2. Kepatuhan Materiil adlah kepatuhn wajib pajak erhadap peraturan 

perpajakan yang bersifat material  (Zahra & Gemilang, 2021). 
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Menurut (Marasabessy, 2020) sejumlah aspek yang bisa menciptakan kenaikan 

kepatuhan wajib pajak, ialah: 

1. Struktur administrasi pajak dalam sebuah bangsa. 

2. Tingkat layanan pajak pemberian ke para Wajibnya Pajaknya. 

3. Efektivitas ditegakkannya hukum dalam bidang pajak. 

4. Kualitas proses diperiksanya perpajakan. 

5. Level tarif pajak yang ditentukan. 

6. Kemauan dan kesadaran dari para Wajib Pajak. 

7. Perilaku yang ditunjukkan oleh para Wajib Pajak. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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2.4 Kerangka Pemikiran Teortis dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di Kota Semarang 

PP No. 23/2018 adalah aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah guna 

digantikannya aturan sebelumnya berupa PP No. 46/2013, dimana penerbitan 

peraturan baru ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban 

pembayaran pajaknya pribadinya dan perusahaan dibayarkannya perpajakannya 

dengan memiliki jumlah penerimaan atau omzet tertentu. Yang dimaksud 

wajibnya perpajakan badan merupakan UMKM.  
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Perpajakan UMKM diterapkan pada Indonesia disinkronkan pada Pasal 2 

PP No.23 Tahun 2018 mengenai PPh UMKM. Maka dari itu, diturunkannya biaya 

pajaknya asalnya satu persen jadi 0,5 persen harapannya bisa membantu para 

pembayar pajaknya UMKM untuk tidak terlalu terbebani oleh tarif pajak yang 

tinggi (Meikhati & Sufia, 2019). Pada riset yang diteliti oleh (Widodo, 2019) dan 

(Yulizar & Apriliawati, 2020) menyimpulkan jika perubahan pembayaran pajak 

mempengaruhi tingkatan patuhnya wajibnya perpajakan. Maka, bersumber di 

penjelasan sebelum, dapat dibuat asumsi hipotesis berupa: 

H1 : Perubahan tarif perpajakan berdampak pada patuhnya wajib pajak UMKM 

di Kota Semarang. 

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di 

Kota Semarang 

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak ialah  agunan ditaatinya 

determinasi peraturan UU perpajakan (tax rules). Dalam artian lain, sanksi pajak 

berfungsi sebagai tindakan perantara (preventif) untuk menghentikan wajibnya 

perpajakan supaya tanpa dilanggarnya hukum. Hukuman diperlukan agar para 

pihak tidak melanggar aturan dan ketentuan. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh (Herdianto, SE., M.Acc., 2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak 

mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan pada saat dibayarnya perpajakan. 

Beda bersama pengkajian dilangsungkan dari (Soda et al., 2021) dan (Bahri et al., 

2019) yang menyimpulkan hukuman pajaknya secara signifikan meningkatkan 

patuhnya wajibnya pajaknya. Hipotesis dapat dibuat dengan didasarkan 

penjelasan diatas ialah: 
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H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Semarang.  

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di Kota Semarang 

Kesadaran pajak ialah aspek yang bersumber dari kewajiban perpajakan 

itu sendiri, hal ini dikarenakan mereka sadar akan peran pajak dalam 

perekonomian suatu negara. Kesadaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak  

mengerti akan fungsi pajak, uang pajak  dibayarkan dan  untuk apa uang pajak itu 

digunakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk 

meningkatkan patuhnya wajibnya perpajakan, sebab sadarnya wajibnya 

perpajakan merupakan satu dari banyak indikator  partisipasi masyarakat untuk 

kepatuhan wajib perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 

2020) menyebutkan karena mereka sadar akan peran pajak dalam perekonomian 

suatu negara. Kesadaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak  memahami 

fungsi pajak, uang pajak  dibayarkan dan  untuk apa uang pajak itu digunakan. 

Peningkatan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan patuhnya 

wajibnya perpajakan, sebab sadarnya wajibnya pajak adalah satu diantara unsur  

partisipasi warga negara dalam kepatuhan wajib pajak. Dalam tulisan dari (Yosi et 

al., 2020) menyimpulkan fakta peningkatan sadarnya wajibnya pajaknya 

berdampak positif tpada patuhnya wajibnya pajaknya. Oleh karena itu, 

berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dibentuk hipotesis seperti dibawah ini: 

H3 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kota Semarang. 
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2.5 Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran dibawah tersebut merupakan gambaran dampak 

berubahnya biaya, hukuman pajak, juga sadarnya persepsi wajibnya perpajakan 

pada patuhnya wajibnya perpajakan UMKM pada Kota Semarang, dengan 

susunan berupa: 

         H1(+) 

     

         H2 (+) 

     

         H3 (-) 

 

 

Dari pemaparan di atas, selanjutnya peneliti akan memaparkan kajian 

tentang Pengaruh Perubahan Tarif, hukuman pajaknya juga sadarnya 

wajibnya pajaknya pada patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota 

Semarang. Pada riset ini peneliti menggunakan indeks rasio pengurangan 

penerimaan tahunan 0,5% untuk mengukur X1, sejauh mana penegakan 

sanksi, keterlambatan pembayaran pajak, sanksi yang dipakai untuk 

mengukur X2 dan pajak dalam bentuk partisipasi masyarakat, ditundanya 

dibayarkan pajaknya rugi untuk bangsa, pembayar pajaknya diatur berdasar 

UU juga pembayaran pajaknya adalah sumber primer pendapatan negara yang 

difungsikan untuk mengukur X3. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

pengembangan hipotesis di atas, perubahan tarif da sanksi pajak berpengaruh 

Perubahan Tarif  (X1) 

Sanksi Pajak (X2) 

Kesadaran Wajib 

Pajak (X3) 

  

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) 

Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 
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signifikan pada patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada kota Semarang. 

Sementara itu, sadarnya pajaknyak tidak memberikan pengaruh pada 

patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Karya peneliti ialah penulisan menggunakan cara kuantitatif bersama tipe 

penulisan mensurvey. Sebaliknya, penulisan kuantitatif ialah tahap penemuan 

pengetahuan dengan menggunakan data dalam bentuk angka sebagai alat analisis 

berdasarkan teknik statistik. Tulisan peneliti memakai data primer dengan 

didapatakan langsung dari beberapa narasumber dengan melakukan menyebarkan 

kuisioner kepada tiap pemilik UMKM pada perkotaan Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 
 

Ialah suatu bidang dengan digeneralisasikan yang tersusun pada subjek 

ataupun objek dengan berkualitasnya juga karakternya tersendiri lalu kemudian 

dipelajari dan diteliti kembali oleh peneliti untuk sampai pada kesimpulan yang 

benar (Permata Sari et al., 2019).  

Populasi di tulisan peniliti ialah para pengelola UMKM pada Kota 

Semarang, berdasarkan permasalahan perlu dikaji. 

3.2.2 Sampel 

Ialah sebagian kecil berdasar kuantitas juga ciri khusus dengan ada pada 

suatu populasi. Purposive sampling, sebuah strategi pengambilan sample dengan 

mempertimbangkan ciri tersendiri, dipakai pada penulisan penulis untuk memilih 
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populasi sampel. Ditetapkan subjek penelitian yang berhasil adalah UMKM di 

Kota Semarang yang kemudian diisi oleh pemilik/pengelola usaha. Berikut ini 

adalah pertimbangan  pemilihan sampel dalam penelitian ini: 

1. UMKM di Kota Semarang. 

2. Penghasilan bruto per tahun 50-500 juta.  

Besar sampel untuk penelitian di Kota Semarang ditetapkan bersama rumusan  

Slovin ialah: 

 

 

 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Toleransi error, toleransi error pada tulisan peneliti adalah 10% 

 Sampel penelitian ini ialah sebagai berikut, sesuai dengan rumus di atas:  

 

 

 

 = 99,94 

 = 100 sampel 

 

𝓃 =
N

1 + N(e)2
 

𝓃 =
177.256

1 + 177.256(0,1)2
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3.3 Sumber Data dan Jenis Data 

Data primer merupakan jenis informasi dengan dipakai di pengkajian ini. 

Data mentah yang diperoleh oleh peneliti sendiri disebut sebagai data primer. 

Data ini tentunya berasal dari hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan oleh 

peneliti sendiri untuk mendapatkan kabar mengenai masalah penelitian dengan 

populasi penelitian yaitu pengelola UMKM pada Kota Semarang. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Cara akumulasi informasi yang diapikasikan pada pengkajian ini ialah 

dengan disebarkannya kuisioner dengan isi kata tanya kemudian diajukan kepada 

narasumber tentang indikator patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota 

Semarang. Kuesioner dipakai demi mendapati dampak Perubahan Tarif, hukuman 

pajaknya juga sadarnya pajaknya pada tingkat patuhnya wajibnya pajaknya 

UMKM pada Kota Semarang.   

 

3.5 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian 

Variabel adalah objek, atribut, karakteristik, nilai seseorang, atau kegiatan 

melalui beberapa jenis yang peneliti putuskan untuk dipelajari dan  ditarik 

kesimpulannya lebih baik (Purwanto, 2019). Variabel dependen dan variabel 

independen ialah dua macam variable dengan dipakai di penulisan penulis.  

Variabel dependen (Y) ialah variabel disebabkan variabel independen 

(Purwanto, 2019). Variabel dependen pada pengkajian peneliti ialah patuhnya 

wajibnya pajaknya UMKM  Kota Semarang.  



30 
 

 
 

Sedangkan variabel independen (X) ialah variabel dengan memberikan 

pengaruh ataupun jadi penyebab adanya variabel terikat (Purwanto, 2019). 

Variabel bebas di tulisan penulis berupa berubahnya biaya pajak (X1), hukuman 

perpajakan (X2), juga sadarnya pajaknya (X3).  

 

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel 

Pengertian operasional variabel yaitu batas-batas serta metode diukurnya 

variabel kemudian di teliti. Definisi operasional di desain guna mudahnya serta 

terjaganya konsisten dikumpulkannya informasi, terhindarkan beda penerapan dan 

terbatasinya lingkupan variabelnya (Purwanto, 2019). Laluw ini merupakan 

ringkasan variabel penelitian juga point variabel : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Variabel 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator  Pengukuran 

1 Perubahan 

Tarif 

Pajak (X1) 

Perubahan tarif 

perpajakan untuk 

UMKM ditetapkan 

secara tepat dan 

sesuai dengan 

besaran penghasilan, 

berupa sebanyak 

0,5% berdasar 

beredarnya bruto 

atau omzet, sesuai 

dengan PP No. 23 

Tahun 2018. 

1. Penurunan 

tarif 0,5%. 

2. Omzet per 

tahun. 

Skala likert 

1-5 

2 Sanksi 

Pajak (X2) 

Pernyataan dari 

(Mardiasmo, 2018) 

sanksi pajak ialah 

jaminan bahwa 

regulasi yang 

terdapat pada UU 

perpajakan akan 

ditaati, atau dengan 

1. Keterlambatan 

pelaporan dan 

pembayaran 

pajak akan 

dikenakan 

sanksi. 

2. Tingkat 

penegakan 

Skala likert 

1-5 
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kata lain, Untuk 

menghindari 

pelanggaran 

ketentuan UU Pajak, 

wajibnya perpajakan 

dapat menggunakan 

sanksi perpajakan 

sebagai instrumen 

perantara (preventif). 

sanksi 

digunakan 

untuk 

menaikkan 

patuhnya 

wajibnya 

perpajakan.  

  

3 Kesadaran 

Pajak (X3) 

Sadarnya wajibnya 

perpajakan ialah 

keadaan wajibnya 

perpajakan 

mengetahui hak dan 

kewajiban 

pembayaran 

pajaknya tanpa 

dipaksa oleh orang 

lain. 

1. Rasa sadar jika 

pajak adalah 

satu diantara 

berbagai 

bentuk 

kontribusi 

masyarakat 

untuk 

memberikan 

dukungan 

pembangunan 

dan merupakan 

penerimaan 

negara yang 

terbesar. 

2. Sadar bahwa 

tenggat waktu 

yang terlewat 

dan 

pembayaran 

pajak yang 

lebih rendah 

dapat 

merugikan 

negara. 

Skala likert 

1-5 

4 Kepatuhan 

Wajib 

Pajak (Y) 

Menurut 

(Soedjatmiko, 2018) 

ketaatan kewajiban 

pajak merujuk pada 

bagaimana wajib 

pajak ini berperilaku 

untuk melakukan 

pemenuhan 

tanggung jawab 

perpajakannya 

dengan 

1. Ketaatan untuk 

mendaftar 

2. Ketaatan 

membayar 

pajak dan 

penyampaian 

surat 

pemberitahuan 

pajak. 

 

Skala likert 

1-5 
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memanfaatkan 

kewajiban serta 

haknya selaras 

dengan regulasi yang 

telah diberlakukan   
 

3.7 Teknik Analisis 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Ialah analisa dengan menyampaikan uraian dengan global seputar karakter 

setiap variabel penelitian, dilihat dari mean, minimum, dan maximum. 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

3.7.2.1 Uji Validitas 
 

Merupakan pengujian dengan dipergunakan untuk memperlihatkan sejauh 

mana perangkat pengukuran dipakai guna menaksir apa menjadi ditaksir.  Makin 

tinggi tingkat validitas suatu instrumen menunjukkan makin akurat alat yang 

digunakan untuk melakukan pengukuran sebuah data (Amanda et al., 2019). Rata-

rata tingkat signifikansi dari jumlah variabel dan variabel untuk setiap item 

menunjukkan apakah data tersebut valid atau tidak. Jika nilai <; 0,05 maka data 

tersebut dapat dianggap valid (Mahindra, 2020). 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

 Reabilitas berasal dari kata reability. Sedangkan Uji reabilitas ialah uji 

yang digunakan untuk memeriksa keandalan data penelitian. Penaksiran 

reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > r table atau 

Cronbach’s alpha (α) > 0, 60  (Amanda et al., 2019). 



33 
 

 
 

3.7.3 Asumsi Klasik 

Pengujiannya dijalankan dulu, baru kemudian dijalankan uji Analisa 

Regresi Linier Berganda. Uji asumsi klasik ialah pendekatan dengan menentukan 

apakah suatu regresi linier memiliki masalah dengan asumsi klasik (Mardiatmoko, 

2020). Adapun pengujian asumsi klasik meliputi beberapa pengujian berupa: 

3.7.3.1 Uji Normalitas   
 

 Maksud dari pengujian normalitas ialah guna menentukan benarkah 

distribusi data pada kumpulan data atau variabel terdistribusi secara teratur. Grafik 

histogram memberikan representasi visual dari uji normalitas. Dalam hal uji 

normalitas, Uji Kormogorof-Smirnov (K-S) memberikan bukti statistik dari data. 

Residual yang normal yaitu yang memiliki nilai signifikansi > 0,05 (Kesaulya 

Juliana & Pesireron Semy, 2019). 

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas ialah guna mengetahui benarkah korelasi 

diantara variabel-variabel independen pada suatu model regresi kuat atau 

sempurna. Nilai tolerance juga nilai VIF (variance inflation factor) keduanya 

memberikan informasi tentang uji ini (Ardian, 2019).  

VIF (Variance Inflation Factor) juga Tolerance dalam model regresi 

diperiksa selama pengujian. Berikut ini adalah kriteria keputusan uji 

multikolinearitas: 

1. Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF ≤ 10 atau nilai Tolerance 

≥ 0,01 berarti 
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2. Terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF ≥ 10 atau nilai Tolerance ≤ 

0,01. 

3. Terjadi multikolinearitas apabila koefisien korelasi tiap variabel 

independen > 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Namun, tidak terjadi 

multikolinearitas apabila koefisien korelasi tiap variabel independen < 0,8. 

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
 

Uji heteroskedastisitas melihat apakah varians atau residual berubah dari 

satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Jika varians terdistribusi secara 

seragam dan tidak ada varians variabel ketika variasi residual berdasar suatu 

amatan pada amatan berikutnya konstan, maka model regresi dianggap sangat 

terbaik. Sedangkan jika residual berubah secara berbeda, maka disebut variansi 

variabel (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019). Jika titik membentuk pola 

gelombang lebar lalu menyempit, maka ada gejala heteroskedastistisitas disana. 

Kondisi ini dinamakan “Ha”. Sebaliknya apabila titik tersebar tanpa membentuk 

polanya terjelas pada bagian atasnya juga bawahnya atau di sekitar angka 0, 

hasilnya tanpa ada gejala heterokedastisitas. Kondisi ini dinamakan “Ho”. 

3.7.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan sebuah metode dengan digunakan guna menilai 

sejauh mana bukti yang ada dari sampel, serta memberikan dasar untuk 

mengambil keputusan terkait dengan populasi keseluruhannya. Tujuan dari uji 

hipotesis adalah untuk mengambil keputusan apakah hipotesis yang sedang diuji 
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harus ditolak atau diterima. (Hussein, 2021). Pengujian dilakukan dengan uji-t 

dengan menggunakan signifikansi 0,05 (α=5%). 

3.7.4.1 Uji t 
 

Pengujian t dilakukan guna diujinya dampak tiap variabel independen 

pada variabel dependen (Widodo & Muniroh, 2021). Kriteria berikut ini 

digunakan dalam melakukan uji t:  

1. Apabila nilai sig ≤ α (0,05) juga T hitung > T tabel hasilnya H0 tertolak 

juga H1 terterima.  

2. Apabila nilai sig ≥ α (0,05) juga Thitung < Ttabel hasilnya H0 terterima 

juga H1 tertolak. 

3.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Banyaknya dampak diantara variabel dependen juga independen diukur 

dengan menggunakan analisis regresi. Regresi disebut sebagai regresi linier 

sederhana jika hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen 

(Ardian, 2019). Persamaan untuk regresi linier berganda memiliki rumus berupa: 

𝒀= α +β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y   : Kepatuhan Wajib Pajak 

α   : Nilai Konstan (0) 

e  : error 

β1, β2, β3 : Angka arah atau koefisien regresi 

X1   : Perubahan tarif 

X2   : Sanksi Perpajakan 
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X3   : Kesadaran Perpajakan 

3.7.5.1 Uji Koefisian Determinasi 
 

Menurut koefisien determinasi, koefisien determinasi (R2) dipakai guna 

memperkirakan dan meramalkan ukuran atau signifikansi efek yang akan dimiliki 

oleh faktor-faktor independen dan variabel dependen. Kisaran koefisien 

determinasi merupakan nol hingga 1 (Widodo & Muniroh, 2021). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada riset penulis subjek penelitian yang dipakai adalah para pelaku 

UMKM di Kota Semarang, baik dari segi makanan, fashion, jasa, dll. Teknik 

sampling dipakai merupakan purpoive sampling. Sampel disebarkan sebagai 

kuesioner kepada UMKM di kota Semarang. Setelah itu, sebanyak 125 kuesioner 

dibagikan kepada para pemilik UMKM pada kota Semarang. Responden mengisi 

angket dengan memuat pertanyaan dan pernyataan yang diberikan peneliti dengan 

baik dan benar.  

Hasil penyebaran kuesioner yang dibuat, data yang terkumpul disajikan 

pada Tabel 4.1 di bawah ini, secara singkat menyajikan jumlah dan persentase 

responden yang menjawab kuisioner 

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuisioner tersebar 125 

Kuisioner tanpa memenuhi syarat 25 

Kuisioner pemakaian 100 

sumber : olah data primer, 2023 

Menurut sebaran data diatas terlihat diperlihatkan kuesioner dengan 

disebar sebanyak 125 lembar. Dimana 25 kuesioner tidak memenuhi syarat 

dikarenakan penghasilan bersih per tahunnya tidak sesuai dengan kriteria yaitu 
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50-500 juta/tahun. Sedangkan 100 kuesioner yang diisi secara lengkap dan 

memenuhi syarat dapat diolah oleh peneliti. 

4.1.1 Karakteristik Data Responden 

Responden dipilih menggunakan rumus slovin dan didapatkan nilai 100, 

sehingga responden yang digunakan sebanyak 100. Pemilik dan manajer UMKM 

di kota Semarang adalah responden yang dipakai di pengkajian ini. Berikut ini 

adalah temuan-temuan dari informasi yang dikumpulkan dari para responden:  

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sumber : olah data primer, 2023 

 

Bersumber pada klasifikasi di data diatas klsifikasi dapat dilihat fakta 

berdasar 100 narasumber jadi subyek riset, kelompok usaha yang paling dominan 

diketahui adalah usaha lain sebanyak 40 responden atau 40%, diikuti oleh 

makanan/minuman sebesar 35 narasumber ataupun 35%, kemudian fashion 

sebesar 14 narasumber ataupun 14%, sedangkan jasa meningkat menjadi 10 

responden atau 10% dan menghasilkan maksimal 1 responden atau 1%.  

Bidang Usaha Jumlah Presentase 

Makanan/Minuman 35 35% 

Fashion 14 14% 

Jasa 10 10% 

Manufaktur 1 1% 

Lain-Lain 40  40% 

Jumlah 100 100% 
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Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Laki-laki 58 58% 

Perempuan 42 42% 

Jumlah 100 100% 

sumber : olah data primer, 2023 

Bersumber pada jenis kelamin, seperti terlihat pada data itu, terlihat fakta 

berdasar 100 kuisioner tersebar didominasi oleh 58 pria atau 58%, diisi oleh 42 

wanita atau 42%.   

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Presentase 

SD 2 2% 

SMP 5 5% 

SMA 21 21% 

SMK 18 18% 

D3 2 2% 

S1 52 52% 

Jumlah 100 100% 

sumber : olah data primer, 2023 

Berlandaskan tingkat pendidikan bisa diperhatikan pada Tabel 4.4 

menunjukkan bahwa 2 responden atau 2% narasumber engampu SD, 5 responden 

ataupun 5% narasumber mengampu SMP, 21 responden ataupun 21% narasumber 

mengampu SMA, responden yang berpendidikan SMK sebesar 18 orang ataupun 

18%, responden dengan berpendidikan D3 sebesar 2 narasumber ataupun 2% juga 

narasumber yang mengampu S1 sebesar 52 narasumber ataupun 52%. Data 

tersebut memperlihatkan bahwa 52 responden, atau 52%, dari responden 

penelitian ini, rata-rata mempunyai tingkat pendidikan S1.  
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Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan bruto per tahun 

Penghasilan bersih 

tiap tahunnya 

Jumlah Presentase 

50-250 juta 62 62% 

>250 juta 38 38% 

Total 100 100% 

sumber : olah data primer, 2023 

Menurut penghasilan bruto per tahun bisa diperhatikan di data diatas 

terlihat fakta narasumber dengan memiliki penghasilan bruto per tahunnya 50-250 

juta sebanyak 62 responden atau 62%. Sedangkan responden yang memiliki 

penghasilan bruto per tahun >250 juta sebanyak 38 responden atau 38%.  Dari 

data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penghasilan bruto per tahun 

responden dalam penelitian ini yaitu 50-250 juta sebanyak 62 responden atau 

62%. 

 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Merupakan analisa dengan menyampaikan paparan umumnya seputar 

karakter setiap variabel penelitian, dengan dibuktikan dengan mean, minimum, 

maximum, juga standarnya deviasi. Variabel penelitian diperoleh seperti yang 

diberikan, berupa: Perubahan tarif (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran pajak (X3) 

juga kepatuhan wajib pajak (Y). Tabel 4.6 menampilkan temuan-temuan dari 

analisa statistik deskriptif. 
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Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Perubahan Tarif 100 18 12 30 22,40 2,927 

Sanksi Pajak 100 15 13 28 23,13 2,870 

Kesadaran Pajak 100 15 15 30 24,56 2,900 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

100 19 26 45 35,34 3,914 

Valid N (listwise) 100      

Sumber :output SPSS 24 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.6, terkandung 

penjelasan mengenai hasil analisis statistik deskriptif penelitian terhadap mean, 

minimum, maximum, dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif 

dijelaskan seperti dibawah ini: 

a. Perubahan Tarif 

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel berubahnya biaya menyatakan 

angka mean 22,40, minimum 12, maximum 30, dan standar diviasi 2,927. 

Dilihat dari mean, dapat dinyatakan bahwa narasumber sepakat apabila 

berubahnya biaya pajak mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan 

UMKM. 

b. Sanksi Pajak 

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel hukuman pajak menyatakan 

angka mean  23,23, minimum 13, maximum 28, dan standar diviasi 2,870. 

Dilihat dari mean, dapat dinyatakan bahwa responden setuju apabila sanksi 

pajak mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. 
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c. Kesadaran Pajak 

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel sadarnya pajak  menyatakan 

angka mean 24,56, minimum 15, maximum 30, dan standar diviasi 2,900. 

Dilihat dari rata-rata, bisa disebut fakta narasumber sepakat apabila 

kesadaran perpajakan mempengaruhi wajibnya perpajakan UMKM. 

d. Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel kepatuhan wajib pajak 

menyatakan bahwa mean 35,34, minimum 26, maximum 45, dan standar 

diviasi 3,914. Dilihat dari mean dapat disimpulkan narasumber sepakat 

dengan wajibnya perpajakan UMKM. 

4.3 Uji Kualitas Data 

4.3.1 Uji Validitas 

Adalah pengujian yang dipakai guna menyatakan seberapa cocok 

perangkat pengukuran yang digunakan pada pengukuran melalui apa yang diukur. 

Pengujian validitas suatu item dapat dikatakan valid atau tidak, hal ini terlihat dari 

nilai sign variabel total bersama variabel tiap item. Apabila nilai sign < 0,05. Hasil 

pengujian validitas ini ditunjukkan di data dibawah.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item  Sig. (2-tailed) Keterangan 

Perubahan Tarif 

(X1) 

X1.1.1 0,000 valid 

X1.1.2 0,000 valid 

X1.1.3 0,000 valid 

X1.1.4 0,000 valid 

X1.1.5 0,000 valid 

X1.1.6 0,000 valid 
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Sanksi Pajak 

(X2) 

X2,1.1 0,000 valid 

X2,1.2 0,000 valid 

X2,1.3 0,000 valid 

X2,2.1 0,000 valid 

X2,2.2 0,000 valid 

X2,2.3 0,000 valid 

Kesadaran Pajak 

(X3) 

X3.1.1 0,000 valid 

X3,1.2 0,000 valid 

X3,1.3 0,000 valid 

X3,1.4 0,000 valid 

X3.2.1 0,000 valid 

X3.2.2 0,000 valid 

Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) 

Y1.1 0,000 valid 

Y1.2 0,000 valid 

Y1.3 0,000 valid 

Y2.1 0,000 valid 

Y2.2 0,000 valid 

Y2.3 0,000 valid 

Y2.4 0,000 valid 

Y2.5 0,000 valid 

Y2.6 0,000 valid 

sumber : olah data primer, 2023 

Berdasarkan pada informasi itu terlihat angka setiap tingkatan 

signifikannya dibawah 0,05 hasilnya bisa diartikan kalau seluruh point dari 

keempat variabel merupakanValid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Ialah pengujian dengan diaplikasikan guna memeriksa seberapa andal dan 

dapat dipercaya data penelitian sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas 

pengukuran disebutkan reliabel apabila nilai tabel Cronbach's Alpha > r table 

atau tabel Cronbach's alpha (α) > 0,60. Tabel dibawah tersebut mempelrihatkan 

hasil berdasar uji reliabilitas:  
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Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai 

Cronbach’s 

Alpha 

Reliability 

Item 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

X1 0,60 6 item 0,635 reliabel 

X2 0,60 6 item 0,643 reliabel 

X3 0,60 6 item 0,703 reliabel 

Y 0,60 9 item 0,830 reliabel 

   sumber : olah data primer, 2023 

Bersumber di data atas maka dapat ditarik kesimpulan seluruh item pada 

variabel adalah reliabel. Dikarenakan memiliki Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Hasilnya ini memperlihatkan fakta seluruh pertanyaan maupun pernyataan yang 

terdapat di kuesioner ini memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dipakai 

pada riset penulis. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Menguji dikenal sebagai pengujian normalitas ialah pengujian yang 

dipakai guna menentukan benarkah distribusi data dalam sekumpulan data 

ataupun variabel berdistribusi normalnya ataupun sebaliknya. Pada tulisan penulis 

mengujinya memakai pengujian Kolmogorof-Smirnov (K-S) dengan standar 

residual yaitu residual dengan signifikansi > 0,05. Tabel di bawah ini 

menampilkan hasilnya pengujian normalitas: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal 

Parameter

s
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

3,16612434 

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolute ,099 

Positive ,099 

Negative -,084 

Test Statistic ,099 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,018
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : output SPSS 24 

Berlandaskan pada data diatas pengujian Normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov mennyatakan fakta hasil Asymp. Sig adalah 0,018, kesimpulan yang bisa 

dibuat yaitu benar data berdistribusi normal.  

Diluar tersebut, pengujian normalitas data bisa dilihat dengan Grafik P-

Plot berupa sebuah informasi dapat disebut normal jika gambar titik dekat ataupun 

tersebar diantara garis diagonal. Sementara itu, suatu data dikatakan tidak normal 

apabila titik-titik menjauhi garis diagonal. Adapun hasil Grafik P-Plot sebagai 

berikut: 
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Sumber : output SPSS 24 

Gambar 4.1  

Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot 

 Dari hasil pengujian Normalitas dengan grafik P-Plot diatas yang 

menunjukkan bahwa titik-titik bergerak saling berdekatan atau menjauh antar 

diagonal, hasilnya bisa dikatakan fakta informasi itu normalnya. 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari pengujian multikolinearitas ialah guna diketahuinya benarkah 

variabel-variabel bebas pada model regresi memiliki korelasi dengan tinggi atau 

sempurna. Nilai tolerance juga nilai variance inflation factor bisa dipakai guna 

ditentukannya hasil uji ini. Terjadilah multikolinearitas apabila nilai VIF ≥ 10 

ataupun nilai tolerance ≤ 0,01. Sedangkan tanpa ada multikolinearitas apabila 

nilai VIF ≤ 10 ataupun nilai tolerance ≥ 0,01. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 14,315 3,143  4,554 ,000   

Perubahan 

Tarif 

,381 ,148 ,285 2,570 ,012 ,554 1,807 

Sanksi 

Pajak 

,406 ,160 ,298 2,545 ,013 ,498 2,009 

Kesadaran 

Pajak 

,126 ,136 ,093 ,926 ,357 ,674 1,484 

 

  Sumber : output SPSS 24 

Dari hasilnya uji multikolinearitas di data atas disimpulkan faktanya nilai 

tolerance dari ketiga variabel ≥ 0,01 atau VIF ≤ 10, dengan demikian kesimpulan 

yang bisa dibuat yaitu tanpa ada multikolinearitas diantara variabel bebas pada 

model regresi. 

4.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Maksud pengujian Heteroskedastisitas adalah demi menilai benarkah ada 

perbedaan variance maupun residual berdasar suatu peninjauan kepada 

peninjauan dengan yang lain. Uji heteroskedastisitas pada riset penulis 

menerapkan Grafik Scatterplot, jika titik tersebar tanpa membentuk pola naik 

turun yang jelas aatau disekitar nol maka tidak ada gejala heterokedastisitas. 
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Sumber : ouput SPSS 24 

Gambar 4.2  

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot 

Berdasarkan hasilnya pengujian Heteroskedastisitas pada gambaran diatas 

memperlihatkan wujud titik tersebar tanpa membentuk pemolaan naik turun amat 

jelas aatau disekitar nol pada sumbu Y maka tidak ada gejala heterokedastisitas. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

Pengujian t dilangsungkan guna melakukan pengujian pada dampak dari 

setiap variabel independen pada variabel dependen (Widodo & Muniroh, 2021). 

Pada tulisan penulis hipotesa 1 hingga 3 diujikan dengan uji-t. Lalu dimungkinkan 

untuk dilihatnya nilai probabilitas dengan di dapatkan pada rekapitulas uji-t. 

Pengujian dilangsungkan dengan memakai nilai signifikansi 0,05 bersama ciri 

menguji berupa:  

1. Saat nilai sig ≤ α (0,05) dan Thitung > Ttabel, hasilnya H0 tertolak juga H1 

terterima. Artinya ada dampak yang signifikan diantara variabel bebas dan 

terikat. 
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2. Saat nilai sig ≥ α (0,05) dan Thitung < Ttabel, hasilnya H0 terterima juga 

H1 tertolak. Artinya nihil terdapat dampak yang signifikan diantara 

variabel bebas juga terikat. 

Tabel 4.11 Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandard

ized 

Coefficient

s   

  

B t Sig. Hasil Kesimpulan 

1 (Constant) 14,315 4,554 ,000   

Perubahan 

Tarif 

,381 2,570 ,012 Positif 

signifikan 

Hipotesis 

diterima 

Sanksi Pajak ,406 2,545 ,013 Positif 

signifikan 

Hipotesis 

diterima 

Kesadaran 

Pajak 

,126 ,926 ,357 Negatif 

signifikan 

Hipotesis 

ditolak 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : output SPSS 24  

Berdasarkan hasilnya uji-t di data atas bisa dikatakan fakta: 

1. Dampak Perubahan Tarif pada patuhnya berkewajiban perpajakan UMKM 

Seperti yang bisa diperhatikan di Tabel 4.11 di atas, pengujian secara 

parsial terhadap penyesuaian tarif memberikan dampak positif yang cukup 

besar pada patuhnya wajibnya perpajakan. Point tersebut terbuktikan 

bersama nilai signifikansi 0,012 ≤ 0,05 dengan ditunjukkannya fakta H1 

“terterima”. 

2. Dampak sanksi perpajakan pada patuhnya wajibnya perpajakan UMKM 

Tabel 4.11 pada atas memperlihatkan faktanya pengujian secara parsial 

terhadap sanksi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib 
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pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,013 ≤ 0,05 yang 

mmenyatakan bahwa H1 “diterima”. 

3. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari 

Tabel 4.11 di atas bisa diketahui bahwa pengujian parsial Kesadaran pajak 

tidak memberikan pengaruh signifikan pada patuhnya wajibnya 

perpajakan, point tersebut terbuktikan bersama nilai signifikansi 0,357 ≥ 

0,05 maka dinyatakan bahwa H0 “ditolak”. 

 

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Banyaknya dampak diantara variabel dependen dan independen diukur 

dengan menggunakan analisis regresi. Regresi disebut sebagai regresi linier 

sederhana jika hanya ada satu variabel dependen juga satu variabel independen 

(Ardian, 2019). Hasilnya pengujian regresi linier berganda yang dilangsungkan 

pada pengkajian ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14,315 3,143  

Perubahan Tarif ,381 ,148 ,285 

Sanksi Pajak ,406 ,160 ,298 

Kesadaran Pajak ,126 ,136 ,093 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : olah data SPSS 24  
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Berdasar data diatas, kolom B baris pertama menunjukkan regresi konstan (a), 

sehingga persamaan regresi yang dihasilkan adalah: 

Y = 14,315 + 0,381 X1 + 0,406 X2 + 0,126 X3 + e 

Dari persamaan tersebut, dapat dianalisa beberapa hal berupa: 

1. Nilai konstant a sebanyak 14,315, maksudnya apabila variabel perubahan 

tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak di anggap konstan atau nol (0), 

hasilnya tingkatan patuhnya wajibnya perpajakan UMKM sebanyak 

14,315.  

2. Koefisien variabel  biaya pajak bertanda positif sebanyak 0,381 yang 

memperlihatkan bahwa semakin besar variabilitas tarif perpajakan dengan 

berlaku hasilnya tingkat patuhnya wajibnya perpajakan UMKM kemudian 

makin meninggi. 

3. Variabel hukuman perpajakan UMKM mempunyai nilai korelasi positif 

sebanyak 0,406 dengan mengindikasikan fakta jumlah patuhnya wajibnya 

perpajakan UMKM menaikkan bersamaan baiknnya beratnya sanksi 

perpajakan yang dikenakan. 

4. Koefisien variabel kesadaran pajak UMKM bernilai positif 0,126 yang 

menyatakan bahwa semakin baik pemahaman dan penerapan ketentuan 

perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak UMKM untuk patuh; 

hal ini berkorelasi terbalik dengan tingkat ilmu wajibnya perpajakan. 
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4.6.1 Uji Koefisien Determinasi 

menunjukkan bagaimana koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

memperkirakan dan meramalkan ukuran atau signifikansi efek yang akan dimiliki 

oleh faktor-faktor independen dan variabel dependen. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,588
a
 ,346 ,325 3,215 

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Perubahan Tarif, Sanksi 

Pajak 

Sumber : output SPSS 24 

Dari hasil data diatas, nilai Adjusted R square atau R
2
sebesar 0,325 artinya 

hubungan diantara  variabel dependen juga variabel idependen tercukup erat sebab 

R melebihi 0.  

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Dasarnya, PP No. 23 tahun 2018 mengategorikan pengenaan PPh Final 

pasal 4 ayat (2) oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto di bawah Rp 

4.8 Milyar pertahunnya. PP No. 23 tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan 

potongan pengenaan pajak yang awalnya 1% pada PP No. 46/2013 jadi 0,5% yang 

diatur pada PP No. 23/2018 saat ini. Dengan adanya range perubahan yang tinggi 

pada penurunan tarif pajak ini sangat diharapkan dapat memotivasi para pelaku 

UMKM untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Artinya, semakin 
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besar range penurunan tarif pajak, maka semakin besar pula tingkat patuhnya 

wajibnya perpajakan UMKM. 

Berdasarkan TPB (Theory of Planned Behavior) yang dipaparkan Icek 

Ajzen pada tahun 1985 tentang sikap mengukur cara seseorang dapat merasakan 

suatu objek sebagai suatu hal yang positif maupun negatif, serta dapat 

menguntungkan atau merugikan. TPB mencakup keyakinan perilaku, keyakinan 

normatif, dan keyakinan kontrol. Variasi tarif pajak ini terkait dengan normative 

belief atau keyakinan normatif, apa yang dipikirkan seseorang tentang standar 

normatif orang lain dan imbalan untuk memenuhi standar tersebut.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo 

(2019), Meikathi & Sufia (2019), dan Rheza Ramadhan (2020) yang 

memberitahukan bahwa perubahan tarif mempengaruhi tingkatan patuhnya 

wajibnya perpajakan UMKM. 

 Pada tulisan penulis, berubahnya biaya mempengaruhi tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut menunjukka bahwa semakin 

tinggi range penurunan perubahan tarif pajak bagi UMKM, maka beban pajak 

yang ditanggung wajib pajak akan semakin berkurang. Selain itu, berkurangnya 

range penurunan perubahan tarif membuat wajibnya perpajakan amat tat pada 

membayar pajak. Dengan demikian, hal ini bisa meningkatkan  kepatuhan wajib 

pajak UMKM  di Kota Semarang. 

4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Berdasarkan TPB, sanksi pajak terikat dengan control beliefs dimana 

memiliki arti mengenai keyakinan mengenai hal-hal yang membantu atau 
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menghambat sikap dan persepsi yang diungkapkan orang tentang betapa kuatnya 

hal-hal tersebut, kekuatannya membantu dan menghambat perilaku orang 

(cognitive power). 

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sanksi dibutuhkan supaya peraturan dan 

ketentuan tidak dilanggar. Memastikan aturan perpajakan diikuti dan dikerjakan 

atau dengan istilah lain merupakan tindakan preventif agar peraturan perpajakan 

tidak dilanggar. 

Penelitian ini sejalan dengan Atarwaman (2020), Wahyuni (2018), dan 

Zulma (2020) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi 

tingkat patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. 

Dalam tulisan ini, hukuman pajak memberikan dampak baik signifikan 

pada patuhnya wajibnya perpajakan UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa ancaman sanksi menjadi salah satu penyebab Wajib Pajak 

UMKM di Kota Semarang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin 

berat ancaman sanksi, maka kepatuhan wajibnya perpajakan UMKM pada Kota 

Semarang makin banyak.  

4.7.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Sadarnya pajak mempunyai nilai sign 0,357 > 0,05, sedangkan t statistik > 

t tabel yaitu 0,926 < 2,000. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pada 

penelitian ini ditolak. Artinya kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Semarang. 

Menurut TPB, kesadaran pajak berkaitan dengan behavioral beliefs yang 

artinya sebelum seseorang berperilaku, ia pasti akan meyakini dampak dan 
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konsekuensi kemudian dimunculkan berdasar sikap itu. Lalu individu kemudian 

melaksanakannya ataupun tidaknya. 

Kesadaran pajak ialah situasi di mana para pembayar pajak sadar akan hak 

dan kewajiban mereka untuk membayar pajak dengan cara yang jujur, bebas dari 

campur tangan pihak luar. Manusia harus memiliki kesadaran untuk memahami 

realitas dan bagaimana merespon atau bereaksi dalam menyikapinya. Semakin 

baik penafsiran dan pemenuhan tanggung jawab perpajakan di bidang perpajakan, 

hasilnya makin berpengetahuan pun wajibnya perpajakan tersebut.   

Penelitian penulis sejalan bersama pengkajian dengan dilangsungkan dari 

Kesaulya Juliana & Pesireron Semy (2019), Catur Septirani & Krishna Yogantara 

(2020), dan Yudha (2022) yang memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak di 

kalangan UMKM tidak bergantung pada kesadaran wajib pajak. 

Di tulisan penulis, sadarnya wajibnya perpajakan pada pajaknya masih 

tergolong rendah. Persepsi wajib pajak ini bermula dari kenyataan bahwa banyak 

UMKM yang secara konsisten terlambat membayar pajak mereka setiap tahun dan 

percaya bahwa tingkah laku itu tanpa bisa mempengaruhi atapun dirugikannya 

negara pada hal perolehan perpajakan di masa depan. Tanpa didaftarkannya 

UMKM selaku wajibnya perpajakan persekutuan pun seringkali menjadi 

kesalahan UMKM. UMKM menganggap jika sudah memiliki NPWP pribadi tidak 

perlu mendaftar sebagai wajibnya perpajakan badan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penulisan penulis memakai SPSS versi 24 sebagai alat bantu pengolahan 

data guna diketahuinya dampak penyesuaian biaya, hukuman perpajakan, juga 

persepsi pajak pada patuhnya wajibnya UMKM di Kota Semarang. 

Didasarkan pada temuan dengan sudah dibahas di bab sebelum, kesimpulan 

yang bisa tertarik ialah: 

1. Pengaruh perubahan tarif memiliki nilai signifikansi 0,012. Hasil uji 

regresi menyatakan Perubahan Tarif mempengaruhi tingkatan patuhnya 

wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang. Makanya, hipotesis riset 

ini diterima. Berdasarkan hasil riset ini, terlihat bahwa perubahan tarif 

berdampak positif pada ketaatan pada kewajiban pajak pelaku UMKM di 

kota Semarang 

2. Pengaruh sanksi pajak mempunyai nilai signifikansi 0,013. Hasil uji 

regresi memiliki hasil jika hukuman perpajakan berpengaruh pada tingkat 

ketaatan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Semarang, sehingga hipotesa 

di penulisan penulis diterima. Berdasarkan temuan penulisan penulis, 

memperlihatkan fakta hukuman pajak mempunyai dampak amat sangat  

positif pada patuhnya pembayaran pajak wajib perpajakan UMKM  di kota 

Semarang.   



57 
 

 
 

3. Kesadaran pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,357. Hasil uji regresi 

menyatakan jika kesadaran pajak tidak mempengaruhi tingkat patuhnya 

wajibnya perpajakan UMKM pada Kota Semarang. Maka, hipotesis 

penulisan penulis ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini, tampaknya rasa 

sadar pajak tanpa berdampak positif pada patuhnya wajibnya perpajakan 

UMKM pada Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu  sosialisasi lebih 

lanjut tentang pentingnya kesadaran dalam pelaksanaan kewajiban 

perpajakan. 

5.2 Implikasi Kebijakan 

Implikasi dari penulisan penulis berupa: 

1. Penurunan biaya perpajakan UMKM mempengaruhi patuhnya wajibnya 

perpajakan UMKM. Dengan lebih banyak melakukan sosialisasi, wajibnya 

pajaknya makin tersadar bersama wajibnya pajaknya. 

2. Hukuman pajak berefek ke patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. 

Dengan menambah denda yang akan dikenakan wajib pajak, wajib pajak 

akan menyadari bahwa jika ia lalai memenuhi kewajiban perpajakannya, ia 

akan menerima sanksi yang merugikan dirinya. 

3. Kesadaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup 

rendah. Maka UMKM diharap untuk memiliki kesadaran dan memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 
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5.3 Saran 

Berlandaskan riset yang sudah dilangsungkan, anjuran yang bisa 

diberikan peneliti ialah: 

1. Bagi Wajib Pajak UMKM, karena  perkembangan teknologi saat ini, 

wajibnya perpajakan amat dapat terpenuhinya wajibnya pajaknya melalui 

sarana dengan disediakan pemerintah untuk memudahkan wajib pajak 

khususnya wajib pajak UMKM. 

2. Untuk peneliti di masa depan diharap mampu melakukan penambahan 

variabel-variabel yang menimbulkan pengaruh pada tingkat kepatuhan 

wajibnya perpajakan saat menjalankan membayar pajaknya. Sehubungan 

bersama pentingnya pajak, harapannya temuan studi ini juga dapat 

membantu para pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk mendukung penelitian sebelumnya sehingga penelitian 

ini bisadigunakan sebagai referensi. 
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